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Abstrak 
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Supremasi Hukum serta Moral Islam adalan 
tiga variable yang bergantung dan saling berkait, oleh karena untuk menegakkan 
Supremasi Hukum, maka kolusi, korupsi dan nepotisme harus dihapus dan diberantas 
serta moral yang baik harus terus  dijaga dimana iman sebagai  pondasi yang kuat dan 
kokoh  dalam membentuk pribadi-pribadi yang responsible adalah modal yang paling 
utama dalam pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) tersebut. 
 
Kata Kunci: KKN, Supremasi Hukum, Moral Islam. 
 
Abstract 
Collusion, corruption, and nepotism, law enforcement as well as Islamic moral are three 
interconnected variable. This means that law enforcement can be upheld if collusion, corruption, 
and nepotism are eliminated. In order to solve such cases faith becomes the foundation to create 
responsible people.  
Basically, Collusion, corruption, and nepotism can be managed and the people who did 
those cases can be a good leader. In the same token, if law enforcement and Islamic values can be 
implemented well, the government of Indonesia can be a good and strong nation. 
 
Key words: KKN, law enforcement, Islamic moral. 
 
 
I.  Pendahuluan 
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme adalah merupakan persoalan  moral dan budaya 
yang tumbuh dan berakar dihampir  semua sistim birokrasi di Indonesia. KKN ini sudah 
bukan lagi gejala tapi sudah masuk pada tataran tindakan nyata/fakta(B. Sudarso, h.9) 
yang harus segera dicari solusi alternatifnya agar supaya tidak terulang dimasa  datang, 
sebagaimana dikatakan bahwa  orang bijak adalah orang yang tidak mengulang 
kesalahannya untuk kedua kalinya.  
Persoalan hukum bisa saja ia sangat jauh dari posisi “supreme”nya jika dikaitkan 
dengan berbagai sudut persoalan, katakanlah misalnya jika ia dikaitkan dengan unsur 
politik dimana unsur politik punya intervensi yang amat sangat terhadap hukum. Hal 
yang sama juga bisa terjadi jika dihubungkan dengan persoalan moral dan etika yang 
melahirkan mental yang korup serta manajemen dari para pelaku hukum itu sendiri. 
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II. Pengertian KKN, Supremasi Hukum dan Moral Islam 
Untuk lebih jelasnya permasalahan yang kita bahas kali ini sebaiknya 
dikemukakan terlebih dahulu mengenai pengertian dari masing-masing judul agar tidak 
terjadi kerancuan terhadap penyelesaian masalah tersebut. 
Pengertian antara Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebenarnya tidak jauh 
berbeda. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kolusi ialah 
persekongkolan rahasia  untuk maksud atau tujuan  yang tidak terpuji, sementara 
korupsi adalah penyelewengan  atau penggelapan (uang Negara/perusahaan dan 
sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedang nepotisme  ialah 
kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan)  sanak saudara sendiri 
terutama  dalam hal jabatan, pangkat dilingkungan pemerintah atau tindakan memilih  
kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.(KBBI, h. 613) 
Perbedaan yang lebih spesifik antara ketiganya ialah  Kalau kolusi 
kecenderungannya  berkonotasi penyalahgunaan kedudukan, wewenang dan jabatan 
untuk mewujudkan maksud  dab kepentingan yang sama dari sekelompok orang. 
Sementara korupsi ialah  lebih berkonotas penyalahgunaan kepentingan pribadi atau  
sekelompok orang. Sedangkan Nepotisme konotasinya ialah mengutamakan orang-
orang dekat dalam pengangkatan suatu  kedudukan, jabatan dalam pemerintahan atau 
perusahaan. 
Namun pengertian Korupsi menurut  saya ialah  kecenderungannya pada 
perbuatan  memanfaatkan uang Negara dengan melawan hokum demi untuk 
kepentingan pribadi, orang lain atau sekelompok orang   yang mengakibatkan terjadinya 
kerugian pada Negara  atau perusahaan, senemtara pengertian nepotisme perlu ditinjau 
dari perspektif  yang bijak mengingat  bahwa unsure  primordial itu tetap ada, namun 
sejauh mana kita dapat menekannya sekecil mungkin atau memanfaatkannya sebaik 
mungkin, maksudnya ialah  berbuat demikian itu sah-sah saja asalkan memenuhi dasar 
pertimbangan antara lain kapabilitas yang menghasilkan rasa tanggung jawab dan 
kemampuan atas perbuatannya, profesionalitas  dalam artian mampu untuk 
menyelesaikan  persoalan yang diberikan kepadanya  serta moralitas mapan yang teruji 
di setiap tindakannya juga punya sifat adil dan merata. 
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Unsur yang terkandung  dari ketiga variable di atas masing-masing berbeda. 
Kolusi mengandung unsur penyuapan, sedangkan korupsi mengandung unsur  
penggelapan, adapun nepotisme mengandung unsur  pengkhianatan amanah  dan 
pembackingan yang kesemuanya itu bermakna merugikan orang atau sekelompok 
orang. 
Supremasi ialah kekuasaan tertinggi (teratas) (KBBI, h. 872) yang jika 
dihubungkan dengan kata hukum, maka ia dapat berarti bahwa hukum mempunyai 
kekuasaan tertinggi dan harus bisa dijadikan sebagai Undang-Undang atau peraturan 
yang mengikat tiap warga Negara untuk mewujudkan  suatu tatanan masyarakat yang 
adil dan makmur. 
Istilah  Moral Islam dalam Kamus Brsar Bahasa Indonesia  adalah ajaran tentang 
baik  buruk yang diterima umum mengenai perbuatan,  sikap, kewajiban dan sebagainya 
(KBBI, h. 520) jadi moral Islam ialah budi pekerti yang sesuai  dengan tuntutan dan 
tuntunan ajaran agama Islam. 
 
III. Antisipasi Hukum Terhadap KKN 
Hukum pada era Orde Baru mempunyai karakter yang ortodoks yang hanya 
menfasilitasi kehendak-kehendak penguasa sehingga  penegakannya msih menjadi 
sangat lemah. Hal yang sama sebenarnya juga telah  terjadi pada era  kepemimpinan 
awal  yang lebih dikenal dengan era Orde Lama di mana pemimpin kita  memberlakukan 
hokum sesuai kehendak dan keuntungan pribadi, hal ini dapat kita lihat dengan  
diserahkannya keputusan  final kepada pemimpin untuk menetapkan keputusan tanpa 
harus melibatkan DPR pada saat itu. (M. Mahfud, MD, h. 22) 
Indonesia adalah Negara  yang berdasarkan atas hokum,  bukan berdasar atas 
kekuasaan belaka, penegasan yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 ini 
menunjukkan bahwa betapa arifnya para pemerintah kita yang telah mengingatkan atas 
bahaya dari kekuasaan yang dapat  digunakan untuk kebaikan dan keburukan,  maka 
dalam rangka  pengendalian kekuasaan dipelukan adanya hokum  sebagai penetralisir 
keadaan. 
Hukum bisa saja mengandung  nilai demokratis manakala warga masyarakat 
ikut  ambil bagian dalam  memutuskan persoalan. Demokrasi terpimpin dan demokrasi 
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Pancasila  telah mengubah kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan pemerintah. Hal ini 
berarti hukum hanya  dikontrol oleh  penguasa bukan rakyat. Seolah-olah hukum dibuat 
hanya untuk  melegitimasi kekuasaan para penguasa dan  menunjukkan pada 
masyarakat luas bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan penguasa “tunduk” pada 
hukum. 
Bila kita mencermati  kasus KKN yang terjadi di Indonesia, dari fakta kasus yang 
ditemukan  pada era awal Orde Baru  saja kasus Korupsi yang ditangani pihak  penegak 
hokum mencapai kerugian 4 miliar  dari 513 kasus pada tahun 1977 dan kasus  inipun 
bukannya semakin surut, malah semakin berkembang. Terakhir tercatat pada tahun 1984 
dari 1371 kasus yang masuk  menimbulkan kerugian sebesar 137 miliar lebih 
(fathurrahman, h. 62) ini masih kasus yang sudah diketahui belum lagi kasus-kasus  lain 
yang tidak masuk ke meja hijau. 
Persoalan KKN ternyata tidak berhenti hanya pada  era Orde Baru, di era 
setelahnyapun harapan akan penegakan hukum sepertinya masih sangat jauh dari yang 
diinginkan oleh masyarakat, lihat saja misalnya  sampai hari ini  hanya berapa kasus 
KKN saja yang bias dimejahijaukan  oleh KPK, itupun  tercatat sudah ada dua kasus 
korupsi yang diputus bebas oleh hakim. Harapan akan lahirnya lembaga 
pemberantas korupsi ini sangat besar namun apakah kewenangan yang diberikan 
juga sebesar harapan rakyat, entahlah. 
Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi merupakan 
salah satu jalan menutup pintu terjadinya kolusi, sebab akar permasalahan pada kejadian 
ini  adalah tindakan mengutamakan  kepentingan pribadi dalam mengawetkan “orang 
dekat” untuk tetap menjabat dan menjabat meskipun ia  terpaksa berganti-ganti kursi 
demi untuk keuntungan kelompok kepentingannya, pemanfaatan jaringan birokrasi 
dalam mengawetkan  dan mengeruk kekayaan  secara tidak sehat dan menyalahi 
prosedur yang berlaku. Saya ambil contoh dalam kasus kolusi ini ialah  kerja sama yang 
baik antara  atasan dan bawahan dalam hal pengaturan administrasi keuangan sehingga 
tidak nampak bahwa telah terjadi kasus kolusi di dalamnya. 
Tinjauan dan pendekatan apapun yang kita gunakan dalam menilai kasus 
korupsi ini tetap mempunyai nilai yang tidak baik, meskipun niat awal bagi pelaku tidak 
demikian. Korupsi dalam aspek normative keagamaan  adalah haram, ia dipandang  
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sebagai  pebuatan terkutuk, Rasul bersabda: “Allah mengutuk  penyuas dan yang 
menerima suap”. Alquran juga menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 29. 
Dari permasalahan pada dalil tersebut di atas, jalan keluar bagi prinsip 
bermuamalah yang ditawarkan oleh Allah Swt yaitu sebagaimana yang termaktub dalam  
QS Al-Maidah  ayat 2 yang artinya: “Dan tolong menolonglah  dalam kebaikan dan ketakwaan 
dan janganlah  saling menolong dalam  berbuat dosa dan pelanggaran”. 
Dikatakan oleh Syed Husain Alatas yang dikutip oleh Soetjipto bahwa ada 9 ciri 
korupsi yaitu: 
1. Pengkhianatan terhadap kepercayaan/amanah 
2. Penipuan terhadap badan pemerintah atau swasta serta masyarakat 
3. Melalaikan kepentingan umum demi kepentingan khusus 
4. Ada kewajiban dan keuntungan bersama 
5. Adanya usaha menutup-nutupi 
6. Berfungsi gandanya sang koruptor 
7. Melibatkan lebih dari satu pihak 
8. Dilakukan dengan cara rahasia atau lewat persekongkolan kolektif 
9. Terpusatnya kegiatan korupsi antara yang menghendaki keputusan pasti dan yang 
berwenang mempengaruhinya.. 
Korupsi adalah penyalahgunaan  keuangan Negara akibat dari  mental rusak  
yang dimiliki oleh pelaku pembangunan hukum sehingga dampaknya merambah  
kepada terjadinya  deviasi hukum,  perlu diketahun bahwa ada bentuk lain dari korupsi 
selain korupsi uang yaitu korupsi waktu, pembicaraan dan usaha yang terkadang masih 
kurang disadari oleh sebagian orang. 
Sama halnya dengan kolusi dan korupsi, nepotisme juga bertujuan  untuk 
mengawetkan kekuasaan  yang berdampak pada terjadinya praktek mnonopoli yang 
didominasi oleh  keluarga atau orang dekat tertentu. Namun seperti yang telah 
dikemukakan di atas  bahwa kenyataan ini sah saja asal memenuhi  kritertia tertentu. 
Sebagaimana yang telah disinyalir  oleh Allah  SWT dalam Alquran mengenai kisah Nabi 
Musa  yang memohon kepada Allah agar mengangkat Harun (saudara kandungnya) 
sebagai wakilnya (20;29-32) yang dinilai lebih professional  dalam berkomunikasi  dan 
bermoral (28;34) untuk menghadapi penguasa yang diktator dan biadab (Fir’aun). 
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Kenyataan sejarah juga digambarkan melalui pengangkatan Zaid oleh Nabi Muhammad 
sebagai panglima perang oleh  karena ia memiliki keberanian serta kepribadian yang 
terpuji. 
Kenyataan sejarah umat Islam penuh dengan  praktek Nepotisme bahkan hal ini 
terjadi hingga  saat ini. Usman misalnya mengangkat  beberapa Gubernur dari kalangan 
keluarganya sendiri dengan maksud agar pemerintahan  dapat berjalan dengan baik. 
Saudi Arabia sebagai Negara Islam sangat bersifat Nepotisme, dimana pemerintah secara 
turun temurun beraal dari keluarga yang sama  dan rakyat tidak menjadikannya  sebagai 
suatu permasalahan, bahkan hal tersebut  dianggap dapat membawa maslahat. 
Sementara praktek Nepotisme yang terjadi di Indonesia kurang membawa maslahat  
karena didasari oleh niat yang kurang baik. 
Ada banyak pendapat dikalangan aparat sendiri, juga dikalangan akademisi 
mengenai sebab-sebab terjadinya kasus KKN ini, bahwa penyebab terjadinya  kasus 
demikian menurut  Baharuddin Lopa (alm) adalah  karena adanya kebiasaan memberi 
hadiah kepada atasan (Baharuddin Lopa, h. 27)  kebiasaan ini pada mulanya mempunyai 
I’tikad yang baik sebagai orang timur  yaitu sekedar ucapan terima kasih, namun 
belakangan hal demikian  terkadang disalahgunakan. Manajemen pengawasan, akan 
jauh dari kenyataan jika  pendekatan manajemen ini tidak ditegakkan secara konsuekuen 
dan konsisten dalam proses pembangunan bidang hukum. Di samping itu mentalitas  
pelaku yang rusak adalah bagian yang teramat penting dari akibat terjadinya KKN ini, 
pada sisi ini penegak hukum sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum 
harus terlebih dahulu dibersihkan dari anasir-anasir negatif (Jujur Sumardi, h. 4) 
Rekruitmen dan penempatan sumber daya manusia harus  dilakukan secara 
proporsional. Fathurrahman Djamil mengemukakan bahwa faktor  yang paling dominan 
dan ikut mengambil bagian penyebab terjadinya KKN adalah moral yang rusak sehingga 
akar persoalannya  dan antisipasi  pemberantasannya perlu dimulai dari individu-
individu yang bersangkutan. 
Dengan demikian untuk memfungsikan hukum secara baik, maka yang harus 
diperbaharui adalah aspek inhern dalam hukum terutama sekali adalah faktor apa yang 
menghambat terlaksananya  cita-cita Negara hukum. Di era millennium III ini  adalah 
waktu yang sangat tepat untuk  mengajukan tuntutan reformasi total, utamanya 
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reformasi dibidang  hukum. Pemerintahan yang baru harus bisa menangkap peluang 
bagi  terlaksananya reformasi ini  yang sangat besar peranannya dalam menentukan 
keberhasilan reformasi total di segala bidang. Reformasi dibidang hukum meliputi 
pranata dan lembaga yang melaksanakan  pranata dalam kehidupan bermasyarakat  dan 
bernegara. 
Hukum harus mampu mewujudkan cita-cita bangsa  dan sekaligus sebagai alat  
kontrol terhadap kekuasaan, untuk itu diperlukan perubahan terhadap proses dalam 
pembentukan hukum, lembaga penegak hukum agar bertindak adil, demokratis dan 
lebih responsif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat yang terus berkembang dan 
berubah.  
Banyak kalangan yang menyahuti secara positif tentang usulan diadakannya 
Undang-Undang Etika Pemerintahan namun akan lebih mengandung  nilai positif jika 
usulan  tersebut diikutkan pula dengan undang-undang anti KKN. 
M. Budyatna mengemukakan bahwa  Undang-Undang Anti KKN  jauh lebih 
penting dari pada Undang-Undang Etika Pemerintahan karena untuk tegaknya 
pemerintahan yang bersih  diperlukan tegaknya hukum yang “law enforcement”, selain itu 
undang-undang  anti KKN harus betul-betul  dilaksanakan dengan sanksi yang tegas dan 
nyata. Jika penegakan disiplin hukum ini telah  berjalan dengan baik, maka secara 
otomatis sebuah sistim yang bersih dan berwibawa  akan tercipta dengan sendirinya. (M. 
Budyatna, h. 4) Adi Andojo juga ikut mengemukakan pendapatnya bahwa jika hukum 
ditegakkan sesuai dengan fungsinya yang “law enforcement” terhadap pelaku penegak 
hukum yaitu pemerintah dan masyarakat secara tidak pandang bulu, maka kita baru 
dapat merasakan fungsi hukum yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat (Beta 
Ramses, h. 1) sistim juri dalam memutus perkara adalah antisipasi lain yang ditawarkan 
oleh Mukhtar Yara, agar supaya nampak jelas jaminan kemandirian dan kebebasan 
lembaga hukum dalam melaksanakan fungsinya. 
Ada tiga solusi yang ditawarkan  oleh Akbar Endra yaitu sudah saatnya 
dibentuk sebuah aliansi yang independent sebagai gerakan yang  anti korupsi dimana 
gerakan ini melibatkan  unsur pelajar/mahasiswa, tokoh masyarakat dan pers. 
Mahasiswa sebagai insan akademis  hendaknya memasukkan gerakan anti korupsi 
dalam agenda reformasi yang  lagi hangat dipermasalahkan, gerakan ini harus memiliki 
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jaringan yang kuat untuk membongkar kasus-kasus KKN yang terjadi, dan peran pers  
dalam hal ini sangat penting. 
Ditambah pula oleh Untung S. Rajab bahwa solusi pemberantasan KKN adalah  
bukan hanya melibatkan unsur aparat penegak hukum saja, tapi ia melibatkan semua 
unsur didalamnya, tanggung jawab kita bersama dalam hal ini  tidak cukup hanya 
sebatas tanggung jawab moral belaka akan tetapi perlu ditindaklanjuti dari masing-
masing komponen Negara ini secara proporsional (Akbar Endra, h. 4) 
Disamping undang-undang anti KKN seperti yang disebutkan di atas, antisipasi 
lain yang saya  tawarkan  adalah memberlakukan syarat-syarat yang ketat dalam 
rekruitmen hakim diantaranya ialah berwawasan luas serta bersih jiwa dan tingkah 
lakunya agar tidak mudah disuap oleh  kekuasaan. 
 
IV.  Antisipasi Moral Islam Terhadap KKN 
Menurut data sosiologi bahwa  penduduk Indonesia sekitar 87% penganutnya 
beragama Islam, hal  ini tentu saja menuntut tanggung jawab moral yang lebih besar 
terhadap kelangsungan hidup Negara yang kita cintai ini. 
Islam telah memberi jalan keluar yang jelas dan tegas dalam rangka  
penanggulangan KKN yaitu antara lain kesatupauan antara iman (ibadah ritual=sholat) 
dan amal (amal social) dalam tataran individu dan masyarakat. 
Al-uran mengajarkan bagaimana seharusnya orang yang melaksanakan ibadah 
secara baik yang selain memenuhi syarat rukun juga dapat ditindaklanjuti dengan moral 
yang baik (QS. Al-Ankabut 29 ayat 54). Sementara itu nilai-nilai iman dari seorang 
makhluk seharusnya mempunyai kesatuan visi dalam mengembang amanat kehidupan  
yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan manusia dan Tuhannya. Oleh karena itu 
dalam rangka reformasi iman dan akhlak ajaran Alquran tentang tawashaw bil haq wa 
tawashaw bish shabri (control social dalam kebenaran dan kesabaran) (QS. Al-Asr 103 ayat 
3) dapat dimanifestasikan dalam berbangsa dan bernegara. Sebab jika itu tidak 
dilaksanakan, maka penguasa akan semakin bermental korup an merugikan banyak 
pihak. 
Syafi’I Ma’arif berkesimpulan bahwa latar belakang bagi munculnya KKN 
adalah akibat keserakahan yang berlebihan (Syafi’I Ma’arif, h. 14) yang oleh Bismar 
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Siregar memberikan jalan keluar bagi persoalan KKN ini ialah dengan cara bertobat, 
(Bismar Siregar, h. 142) sebab kehidupan yang kita hadapi adalah bukan hanya 
kehidupan dunia semata akan tetapi yang tak kalah pentingnya  adalah kehidupan 
akhirat yang menuntut pertanggungjawaban atas segala yang telah  kita lakukan selama 
hidup di dunia. 
Adanya komitmen yang tinggi atas mekanisme control social  hendaknya juga 
dapat diwujudkan  dalam mengemban amanat Tuhan bahwa manusia hidup di dunia ini 
untuk  dijadikan sebagai khalifah, oleh karena itu imtak harus dapat dimanifestasikan  
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Kita seharusnya apat mencontoh apa yang  telah dilakukan oleh khalifah Umar 
Bin Abdul Azis yang membentuk sebuah lembaga  “Nidzam al-hisbah” sebagai lembaga 
yang mengawasi praktek bisnis dan ekonomi serta menindak praktek-praktek 
keagamaan, social, budaya yang menyimpang. 
 
V. Kesimpulan 
1. Kesimpulan pertama adalah  bahwa timbulnya KKN disebabkan karena kurangnya 
pengawasan, luasnya kesempatan, tidak adanya penegasan hokum  terhadap 
pelanggar-pelanggar hokum tersebut serta moral yang  rusak dari keua sistim 
pelaksana pembangunan 
2. dapat dimaklumi bahwa untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersih tidak 
hanya  membutuhkan kekuatan hokum untuk mengontrol para  pelaku hokum, tapi 
juga lagi-lagi moral dari para pelaku hukum sangat dibutuhkan untuk terwujudnya  
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